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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan telekomunikasi
tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan bangsa pada
umumnya. Peranannya sebagai salah satu sarana perhubungan
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang wawasan
nusantara, kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan
keamanan dapat diwujudkan secara nyata jika terdapat komunikasi
yang lancar dan merata di seluruh wilayah dan seluruh masyarakat.

Pembangunan telekomunikasi terus dikembangkan menjadi
wahana yang sangat diandalkan untuk terselenggaranya arus berita,
informasi dan data baik nasional maupun internasional secara lancar,
jelas dan cepat, guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan
penyelenggaraan pembangunan. Jaringan dan jangkauan teleko-
munikasi terus diperluas dengan menggunakan teknologi maju yang
sesuai serta peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan. Fasilitas
telekomunikasi umum terus dikembangkan diseluruh pelosok tanah air

sehingga makin tersebar dan menjangkau masyarakat luas.
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Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOM) adalah
salah satu BUMN, di mana pemerintah melalui PT. TELKOM
melaksanakan suatu ketentuan yaitu penyediaan, pengelolaan dan
pengawasan terhadap pelayanan telekomunikasi untuk umum sebagai
cabang produksi strategis negara dan masyarakat dikuasai oleh negara
seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Ketidakmampuan Perusahaan Telekomunikasi Indonesia
menye-diakan sarana telekomunikasi yang dibutuhkan untuk menunjang
pembangunan yang semakin meningkat telah mendorong berbagai
organisasi pemerintah maupun swasta bekerjasama dengan
Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (PT.TELKOM) menyediakan
jaringan telekomunikasi secara sendiri. Dengan demikian membantu
peningkatan jumlah dan mutu sarana telekomunikasi serta penyediaan
modal dasar yang diperlukan untuk pembentukan sarana telekomunikasi
nasional terpadu.

Sejalan dengan tahapan pembangunan dan hasil yang telah
dicapai, tanggung jawab dan tugas yang diemban PT. TELKOM juga
bertambah besar untuk memenuhi seluruh kebutuhan telekomunikasi
nasional, baik menyediakan, mengoperasikan maupun memeliharanya,

baik sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk itulah




pemerintah perlu mengaturnya dalam suatu perundang-undangan
sendiri mengingat bidang telekomunikasi sudah menyangkut hajat hidup
orang banyak, di mana dalam pelaksanaannya masih memerlukan
aturan pelaksanaan dari pemerintah, selanjutnya diperlukan pula
adanya suatu ikatan perjanjian antara pemerintah dengan badan-badan
swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan telekomunikasi
tersebut. Hal ini penting untuk menghindari kemungkinan timbulnya
dampak hukum di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Peraturan
perianjian tersebut diatur berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
yang merumuskan bahwa : “Semua persetujuan‘yang dibuat secara
sah, berlaku sebagai undang-undangan bagi mereka yang
membuatnya”.

Dalam perjanjian iw pula para pihak harus saling mengetahui
hak dan kewajiban masing-masing agar perjanjian itu dapat berjalan
dengan lancar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak serta
perselisihan dikemudian hari dapat dihindari.

Untuk lebih mengetahui tujuan pendirian PT.TELKOM, dapat
disimak kebijakan yang dianut PT.TELKOM dalam pelaksanaan tugas
berdasarkan penjabaran GBHN, yaitu :

a. Pelayanan jasa telekomunikasi dilakukan secara adil dan merata
terhadap seluruh lapisan masyarakat serta menjangkau seluruh

daerah dan wilayah nusantara.




b. Pelayanan jasa {clekomunikasi yang menyangkut kepentingan
umum, kesehatan jiwa, manusia serta keselamatan bangsa dan
negara mendapat perlakuan utama.

c. Pengelolaan telekomunikasi dilakukan secara efisien agar dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,
bangsa dan negara.

d. Pengelolaan telekomunikasi dilakukan secara berencana dan
berarah dengan memegang tegur prinsip-prinsip ekonomis dan cost
accounting dalam melakukan pefayanan untuk masyarakat.

e. Perencanaan pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk
memenuhi  kebutuhan pelayanan jasa telekomunikasi untuk
masyarakat, bangsa, negara serta selaras dengan pembangunan
bidang dan sektor lainnya.

f. Pelayanan pengelolaan perenc:anéan dan  pembangunan
telekomunikasi harus memenuhi hukum.

Dalam hal mewujudkan kebijakan di atas menyebabkan
Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOM) harus berusaha
| menempatkan posisinya secara seimbang antara dua kepentingan,
dimana sebagai perusahaan PT.TELKOM perlu memperoleh
keuntungan ekonomis untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kepada
umum. Sedang sebagai salah satu komponen-komponen pembangunan

nasional, PT. TELKOM mengemban tanggung jawab menyediakan




pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah tanah air yang tidak
selamanya memberi keuntungan ekonomis.

Salah satu bentuk untuk peningkatan mutu dan pelayanan
kepada masyarakat yang dilakukan olen PT. TELKOM adalah
diadakannya kerjasama dengan pihak swasta berupa pendirian
beberapa Warung Telekomunikasi (WARTEL) di berbagai tempat dalam

wilayah tanah air termasuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulisan di atas, maka sebagai inti dari
keseluruhan masalah yang akan dipaparkan dalam penulisan ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian kerjasama penyelenggaraan jasa telepon sudah sesuai
ketentuan yang berlaku ?

2. Bagaimana penyelesaian perselisihan dalam hal timbulnya ingkar

P

janji ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menambah pengetahuan hukum dalam hal pelaksanaan

perjanjian kerjasama, khususnya tentang pelaksanaan




ketentuan hak dan kewajiban antara PT. TELKOM dengan
Wartel dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan jasa
telepon.

b. Untuk mengetahui cara penyelesaian perselisihan jika salah
satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara PT.TELKOM

dengan Wartel dalam hal penyelenggara-an jasa telepon.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan dapat berguna sebagai pengemban wawasan
pengetahuan dalam ilmu-ilmu hukum, khususnya Hukum
Perdata ( dalam hal ini Hukum Perjanjian ) dan berbagai hal
yang mewarnainya.

b. Diharapkan dapat memberi masukan terhadap hal-hal yang
masih membutuhkan pembenahan sehingga dapat mendorong
peningkatan mutu dan pelayanan jasa telekomunikasi di tanah

air pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan

penelitian di lokasi-lokasi sebagai berikut :




1. Kantor Daerah Telekomunikasi { Kandatel ) Makassar di Jalan
AP. Pettarani Makassar.
Alasan penulis memilih PT. TELKOM sebagai salah satu
tempat penelitian, karena PT. Telkom adalah Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa
telekomunikasi dalam negeri.

BV Vescabt o $dab Mooor 46 -
2. WARTEL RONNY di jalan RerintisKemerdekaan 10 nomor 19

Makassar, WARTEL FELIX di jalan Yos Sudarso Makassar
dan WARTEL BALANDAI di jalan Kerung-kerung nomor 18.
Makassar. Alasan penulis memilih ketiga wartel di Kota
Makassar karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau

oleh masyarakat yang membutuhkan sarana tgle@njugikasi.
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1.4.2. Teknik Pengumpulan Data iR ;/
. 3

Dalam upaya memperoleh data-data s;ébagaimana" yang
diharapkan maka dalam penulisan proposal skripsi ini penulis
mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara,
di mana penulis ( sebagai pewawancara ) bertatap muka
langsung dengan penjawab atau responden yang terdiri dari nara
sumber dalam lingkungan Kantor Telekomunikasi Kota Makassar
serta para pimpinan dan staf dari Wartel BALANDAI, Wartel “45"

yang semuanya berlokasi dalam wilayah Kota Makassar.




Selain itu pula penulis memberikan beberapa jenis
pertanyaan berstruktur yaitu pertanyaan yang dibuat di mana
responden dibatasi dalam memberi jawaban kepada beberapa
alternatif ataupun kepada satu saja, misalnya “ya" atau “tidak”.

Penulis juga memberikan pertanyaan tidak berstruktur
yaitu pertanyaan yang jawaban dan pengungkapannya dapat

bermacam-macam.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh meliputi :

1. Data Primer
lalah data yang secara langsung diperoleh melalui kegiatan
wawancara secara langsung bebas dan terpimpin dengan

pihak yang terkait.

2. Data Sekunder
lalah data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan berupa
buku-buku serta dokumen perjanjian kerjasama antara PT.

TELKOM dan WARTEL-WARTEL di Kota Makassar.

1.4.3. Analisis Data
Dari keseluruhan data diperoleh baik data primer

maupun data sekunder diolah lebih dahulu lalu dianalisis secara

kualitatif = selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu




menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan-

permasalahan yang berkaitan erat dengan penulisan proposal
skripsi ini.




2.1.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian, Fungsi Perjanjian Kerjasama

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perjanjian adalah bagian
dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal janji adalah suatu
sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah
suatu peristiwa di mana seorang atau lebih berjanji kepada seorang atau
lenih yang dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara pihak
dalam perjanjian yang dinamakan ‘“perikatan”. Pernjanjian itu
menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya di
mana nerjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-
janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.

Adapun pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313

‘KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah : “Suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika disimak secara mendalam, pengertian tersebut mempunyai
arti yang luas dan umum karena hanya menyebutkan tentang satu pihak

atau lebih mengikatkan dirinya pada satu atau lebih pihak lain dan sama
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sekali tigak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut
dibuat.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro (1981 ; 6), Hukum Perjanjian
kini berarti lebih luas karena juga meliputi hukum adat dan lebih sempit
karena hanya meliputi perjanjian yang bersumber pada persetujuan
(overeenkomsten). Dengan mempersempit pengertian ini tidaklah masuk
dalam istilah Hukum Perjanjian segala hal yang menurut Burgerlijk
Wetboek masuk pengertian Verbintenissen Uit de Wet Alleen (perjanjian
yang bersumber pada undang-undang saja) dan Verbintenissen Uit
Onrechtmatige daad (perjanjian yang bersumber pada perbuatan
melanggar hukum). Dua macam Verbintenissen ini tidak mengadung
anasir janji. Orang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu apabila
suatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau
dalam hal perbuatan melanggar hukum {onrechtmatige daad dari Pasal
1365 KUH Perdata) secara bertentangan langsung dengan kemauannya.
Dalam hal kewajiban-kewajiban yang menurut hukum melekat pada
perbuatan seorang yang tidak melanggar hukum, masih dapat dikatakan
bahwa seorang itu dianggap tahu adanya hukum itu dan oleh karena itu
dapat dianggap “berjanji” akan melaksanakan kewajiban yang ditentukan
oleh hukum itu.

Berdasarkan hal di atas Wirjono Prodjokoro (1981 ; 9),

berpendapat bahwa pengertian perjanjian adalah :
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Suatu hubungan hukum mengenéi harta bé';'uda antara dua
pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal,
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Lain halnya menurut Djumadi (Satrio J. ; 1992 ; 10) sesuatu
perjanjian itu akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian
perjanjian diartikan sebagai suatu “persetujuan” dengan mana dua orang
atau lebih saling mengikatkan dari untuk melaksanakan suatu hal dalam
lapangan harta kekayaan.

Selain itu terdapat berbagai pendapat tentang pengertian dari
suatu perjanjian kerjasama, diantaranya yaitu :

- Tahir Tungadi (J. Satrio. : 1892 ; 11) mengatakan bahwa : “Perjanjian
kerjasama adalah persetujuan atau sepakat menimbulkan, mengubah
atau menghapus hubungan hukum di lapangan harta benda”.

- Sri Soedewi (A. Qirom Syamsuddin : 1985 ; 7), mengatakan bahwa:
"Perjanjian kerjasama itu adalah suatu perbuatan hukum di mana

seorang atau lebih mengikrarkan dirinya terhadap seseorang lain atau

lebih”.

- Subekti (1992 ; 2), mengatakan bahwa : “ Perjanjian kerjasama adalah
suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di

IJ?

mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu ha
Dari sejumlah pengertian perjanjian kerjasama yang

dikemukakan di atas maka dapatlah diketahui bahwa : “Suatu perjanjian




itu adalah persetujuan atau sepakat para pihak’. Dalam suatu perjani'an
selalu terdapat dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih yang
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi secara timbal balik
dan para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang mengikat
mereka.

Sebelum memberi batasan pengertian hak dan kewajiban, dalam
bagian ini penulis memberikan sekilas gambaran tentang hak dan
kewajiban dalam suatu perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa "mengikatkan diri” dalam suatu
perjanjian  ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau
menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu
janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu yang dapat
menuntut sesuatu.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian
mempunyai dua segi yaitu, segi “keweajiban-kewajiban” (obligation) yang
dipikul oleh sautu pihak, dan segi “hak-hak atau manfaat” yang dapat
diperoleh oleh lain pihak yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya
sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan “mengikatkan
diri” ditujukan pada segi kewajiban-kewajiban, sedangkan perkataan
‘minta ditetapkan suatu janji” ditujukan pada segi hak-haknya diperoleh
dari perjanjian itu. Segi kewajiban juga dapat dinamakan “sudur passif’,

sedang segi penuntutan dinamakan “sudut aktif”.
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Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, artinya suatu
pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima
kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang
diperolehnya. Sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-
kewajiban juga memperoleh hak-hak dianggap sebagai kebalikan
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa sudut kewajiban
dinamakan sudut passif dalam hal ini ditempati oleh debitur sedang
sudut penuntutan (hak) dinamakan sudut axtif ditempati oleh kreditur.
Kreditur dalam hal ini hak-haknya diakui oleh hukum dan berhak untuk
meminta bantuan hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajiban
prestasinya dengan baik dan sukarela. Sekalipun tidak selalu dapat
mewujudkan dalam suatu eksekusi secara riil, tetapi kreditur dapat
meminta agar hakim menetapkan “uang paksa “dwangsom)” untuk
memberi tekanan kepada debitur agar ia memenuhi kebutuhannya
sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan di atas maka dapatlah diketahui tentang
pengertian hak dan kewajiban itu. Dalam hal ini hak dan kewajiban
dalam perjanjian kerjasama yaitu :

Hak yaitu : “Sesuatu yang dimiliki oleh pihak dan perjanjian yang dapat

dituntut pemenuhannya”.
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Kewajiban vyaitu : "Sesuatu yang dipikulkan kepada pihak dalam

perjanjian dan harus melaksanakan”

. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama

Sebagaimana diketahui menurut Pasal 1315 KUH Perdata
bahwa : "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas
nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya
sendirt”.

Dari isi Pasal di atas kata “mengikatkan diri” berarti meletakkan
kewajiban pada dirinya sendiri, yang demikian itu, kiranya sudah layak
karena kalau orang dapat dengan semaunya sendiri meletakkan
kewajiban kepada orang lain kiranya akan muncul ketidakadilan yang
besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tidak dapat meletakkan
kewajiban kepada orang lain tanpa sepakat. Akibat dari suatu perjanjian
kerjasama tersebut dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu
tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilaksanakan
dengan itikad baik.

Dengan menyimak isi Pasal 1338 KUH Perdata dapat ditarik tiga

garis besar akibat hukum perjanjian itu yaitu :
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Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian itu tidak ditarik kembali secara sepihak.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketiga hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dalam menekankan pada kata “semua” maka hal tersebut
seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat
bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan
berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu akan
mengikat mereka yang membuatnya seperti mengikatnya
undang-undang. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya
berlaku apabila atau sekadar kita tidak mengadakan aturan-
aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang Kita adakan itu.

Ada beberapa contoh yang dapat diberikan berdasarkan hal di

atas, antara lain :

- Barang yang diperjualbelikan menurut Hukum Perjanjian
harus diserahkan ditempat di mana barang itu berada
sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Tetapi para pihak leluasa
untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di

kapal, di gedung, diantar ke rumah pembeli dan lain-lain,




2)
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dengan pengertian bahwa biayé\iébiaya pengantaran harus
dipikul oleh si penjual.

- Misalnya lagi, dalam hal jual beli resikoc mengenai barang
yang diperjual belikan menurut Hukum Perjanjian harus
dipikul oleh si pembeli sejak saat perjanjian jual beli ditutup.
Tetapi apabila para pihak menghendaki lain tentu saja itu
diperbolehkan. Mereka boleh memperjanjikan bahwa resiko
terhadap yang diperjualbelikan itu dipikul oleh si penjual
selama barangnya belum diserahkan.

Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak yang
membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau
dibatalkan secara sepihak saja, jika ingin menarik kembali atau
membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain, jadi
harus perjanjian lagi. Namun demikian apabila ada alasan-
alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat
ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang itu dapat

diketahui dalam Pasal-pasal KUH Perdata (Abdul Kadir

Muhammad : 1992 ; 98) antara lain :

a. Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya itu dapat

dihentikan secara sepihak, misalnya Pasal 1571 KUH
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Perdata tentang sewa menyewa yang dibuat secara tidak
tertulis dapat dihentikan dengan cara memberikan pada
penyewa.

b. Perjanjian sewa suatu rumah yang terdapat pada Pasal 1587
KUH Perdata. Setelah berakhir waktu sewa seperti
ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap
menguasai rumah tersebut tanpa ada teguran dari pemilik
yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap
meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa
menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu
yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik
ingin menghentikan sewa menyewa tersebut, ia harus
memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan.

c. Peranjian pemberian kuasa (Last Geving) Pasal 1814 KUH
Perdata, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya
apabila ia menghendaki.

d. Perjanjian pemberian kuasa (Last Geving) Pasal 1817 KUH
Perdata, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari
kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada
kuasa.

3) Pasal 1853 ayat (2) KUH Perdata yang memperbolehkan si

penyewa memilih apakah ia akan meminta pengurangan harga
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sewa atau meminta pembatalan\ sewa épébila terjadi barang

yang disewakan musnah sebagian.

4) Pasal 1688 KUH Perdata yang diperbolehkan menarik kembali
suatu hibah bila :

a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dalam perjanjian hibah itu.

b. Si penerima hibah telah bersalah melakukan kejahatan yang
bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan
lain terhadap si penghibah.

c. Si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah setslah
orang itu jatuh dalam kemiskinan.

3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Qirom Syamsuddin (1985 ; 17), itikad baik dalam
pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai “kejujuran”
seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa
yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu
diadakannya perbuatan hukum.

Sedang menurut Wirjono Prodjodikoro (1981 ; 25), itikad
baik atau kejujuran itu terletak pada keadaan jiwa manusia, akan
tetapi titik berat dari kejujuran ini terletak pada tindakan yang
dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal melaksanakan janiji.

Dalam Pasal 1339 KUH Perdata termuat tentang hal

itikad baik, yang isinya menyatakan :
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Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tekas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan
oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Apa yang dimaksud kepatuhan dan kesusilaan ? Dalam
hal ini undang-undang tidak memberi perumusannya karena itu
tidak ada ketetapan batasan pengertian istilah tersebut, tetapi
jika dilihat dari kata “kepatutan” Artinya kepantasan, kelayakan,
kesesuaian, kecocokan. Sedangkan “Kesusilaan” artinya
kesopanan, keadaban.

Dari arti kata ini dapat digambarkan bahwa kepatutan dan
kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai,

cocok, sopan dan beradab sebagaimana yang dikehendaki oleh

masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

2.3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya
suatu perjanjian.
Cara-cara tersebut menurut Wirjono Projodikoro (2000 ;190) adalah :
1) Pembayaran;
2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau
penitipan;

3) Pembaharuan utang ;




| 4)  Perjumpaan utang atau kompensasi ;
5) Percampuran utang ;
6) Pembebasan utang ;
7)  Musnahnya barang yang terutang ; o | : N
8) Batal / pembatalan ; ; .- /
9) Berlakunya suatu syarat batal ;
| 10) Lewatnya wakitu .
Penulis akan menjelaskan secara singkat tentang hapusnya

perjanjian (perikatan) di atas, yaitu :
| 1) Yang dimaksudkan dengan pembayaran adalah pembayaran dalam
| arti luas, yaitu meliputi tidak saja pembayaran berupa uang,
melainkan juga penyerahan barang yang dijual oleh penjual.
| 2) Dalam soal pembayaran bisa terjadi konsinyasi apabila debitur telah
melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris
atau juru sita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut di
atas, penolakan kreditur itu kemudian debitur menitipkan
| pembayaran itu kepada panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan
' dengan demikian perjanjian menjadi hapus karenanya.
3) Biasa disebut Novasi, yaitu suatu persetujuan yang menyebabkan

hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul

perikatan lain yang ditetapkan sebagai pengganti perikatan semula.




4)

5)
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Dikatakan ada perjumpaan utang apabila utang piutang debitur dan

kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan menjadi lenyap.

Pasal 1429 KUH Perdata menyebutkan 3 (tiga) macam utang yang

tidak dapat diperjumpakan, yaitu :

a. Apabila dituntut pengembalian suatu barang yang secara
melawan hukum dirampas dari pemiliknya.

b. Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan
atau dipinjamkan.

c. Terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah
yang telah dinyatakan tidak dapat disita.

Hal lain yang juga tidak dapat diperjumpakan menurut yurisprudensi,

yaitu :

a. Hutang-hutang negara berupa pajak.

b. Hutang-hutang yang timbul dari perikatan wajar.

Menurut ketentuan Pasal KUH Perdata, percampuran utang terjadi

apabila kedudukan-kedudukan kreditur didebitur menjadi satu,

artinya berada dalam tangan satu orang. Percampuran utang

tersebut terjadi demi hukum, atau secara otomatis.

Pembebasan utang dapat tferjadi apabila kreditur dengan tegas

menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan

melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian.
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7) Adapun mengenai lenyap atau musnah barang yaig menjadi hutang

dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata di mana dalam

ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata bahwa perjanjian hapus dengan

musnahnya / lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi

yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada

kreditur. Akan tetapi dengan musnahnya / lenyapnya barang itu

harus sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1444 KUH Perdata, yaitu :

a.

8)

Barang tersebut musnah atau hilang di luar dari kekuasaan
debitur
Musnah / hilangnya barang tersebut terjadi pada saat sebelum

jatuh tenggang waktu penyerahan, jika telah lewat tenggang
waktunya berarti debitur berada dalam keadaan lalai atau ingkar
janji.

Menyimpan dan point kedua di atas terdapat pengecualian yaitu,
musnahnya / lenyapnya barang tersebut di tangan kreditur
seandainya barang itu diserahkan oleh “sebab peristiwa yang
sama” jadi keterlambatan penyerahan dianggap tidak merupakan
hal yang menghalangi hapusnya perjanjian, ( Pasal 1444 ayat (2)

KUH Perdata).

Syarat-syarat untuk pembatalan sebagaimana yang disebutkan

dalam Pasal 1446 KUH Perdata adalah syarat subjektif yang

ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya dalam
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Pasal-pasal berikutnya disebutkan alasan-alasan pembatalan seperti
yang terdapat pada Pasal 1321 KUH Perdata juga merupakan
syarat-syarat subjektif, di mana jika syarat ini tidak terpenuhi maka
perikatan itu tidak batal, tetapi dapat dibatalkan.

Yang dimaksudkan dengan syarat batal di sini adalah ketentuan isi
perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika
dipenuhi mengakibatkan perjanjian itu batal, sehingga perjanjian
menjadi lenyap. Syarat ini pada azasnya selalu berlaku surut yaitu
sejak perjanjian itu diiahirkan, perjanjian yang batal dipulihkan dalam
keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian.

Lain halnya dengan syarat batal yang dimaksudkan sebagai
ketentuan isi perjanjian, dengan dipenuhinya syarat batal maka

perjanjian menjadi batal dalam arti berakhir atau berhenti.

10) Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lewatnya waktu adalah

suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari
suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas
syarat-syarat yang ditentukan oleh UU, jadi lampau waktu ada dua,
(Setiawan. R ; 1977) yaitu :

a. Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang

b. Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perjanjian atau

dibebaskan dari tuntutan.
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2.4. Ingkar Janji ( Wanprestasi ) dan Akibat Hukum Perjanjian

Kerjasama

Apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang
diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan ingkar janji atau
Wanprestasi. la alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar
perjanjian bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh
dilakukannya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur
dapat berupa empat macam vyaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang
lalai ada empat macam yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau biasa

dinamakan “ganti rugi”

2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian

3. Peralihan risiko

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan

hakim.
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Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yaiig
begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang
melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya
harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk
mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga
tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan
prestasi yang dijanjikan. Yang paling mudah unuk menetapkan
seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan
untuk tidak melakukan perbuatan. Apabila orang itu melakukannya
berarti ia melanggar perjanjian.

Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan
tegas ditagih janjinya, seperti yang telah diterangkan di atas, maka jika ia
tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau
alpa dan terhadap dia dapat diterangkan sanksi-sanksi sebagaimana
disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan
resiko.

Sanksi-sanksi tersebut akan Kkita bit_:ara:kér'f- satu persatu di
bawah ini : \ o
- Ganti rugi f’f

Ganti rugi sering diperincikan dalam tiga unsur ):'aitu biaya, rugi
dan bunga dalam bahasa Belanda disebut, Konsten, Sehaden en

Intersten.
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Apakah yang dimaksudkan dengan unsur-unsur ini ? yang
dimaksudkan dengan “biaya” adalah segala pengeluaran atau
pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.

Yang dimaksudkan dengan istilah “rugi” adalah kerugian karena
kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh
kelalaian debitur.

Yang dimaksudkan dengan “bunga’ adalah Kerugian yang
berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung
oleh kreditur, misalnya dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut
sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang
diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dimaksudkan dalam
ganti rugl tersebut. Boleh dikatakan Kketentuan-ketentuan itu
merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti
rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih

juga dilindungi oleh UU terhadap kesewenangan-wenangan si
kreditur. Seperti juga ia pemah dilingungi oleh UU Pasal 1338 ayat (3)
dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam
soal ganti rugi ini adanya ketentuan-ketentuan ganti rugi itu.

Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“ Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan
karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan

bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si
berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah
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terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak
dipenuhinya perjanjian”.

Jadi kita melihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian

yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung wanprestasi.

Pembatalan Perjanjian :

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak
kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu
pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun
barang, maka itu harus dikembangkan. Pada pokoknya perjanjian itu
ditiadakan.

Masalah pembatalan peranjian karena kelalaian atau
wanprestasi pihak debitur ini dalam KUH Perdata terdapat
pengaturannya pada Pasal 1266, yaitu satu pasal yang terdapat
dalam pembagian kelima Bab |, buku Ill, yang mengatur tentang
perikatan bersyarat.

Suatu pernyataan yang timbul, “mengapa soal pembatalan
perjanjian karena kelalaian debitur ini diatur dalam suatu bagian yang
mengatur perikatan-perikatan bersyarat ? Apa hubungannya dengan
perikatan bersyarat itu ?” jawabnya karena undang-undang meman-
dang kelalaian debitur sebagai suatu syarat batal yang dianggap
dicantumkan dalam setiap perjanjian. Dengan kata lain, dalam tiap

perjanjian dianggap ada suatu janji (causa) yang berbunyi demikian :
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‘apabila kamu, debitur lalai, maka perjanjian ini akan batal”.
Pandangan tersebut sekarang dianggap tidak tepat. Kelalaian atau
wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan
suatu perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal
sebagaimana kita lihat pada waktu kita membicarakan perikatan
bersyarat.

Baiklah kita baca Pasal 1266 KUH Perdata, pasal ini berbunyi :

“ Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-
persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak
memenuhi kewajibannya”.

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga
dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya
kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.-

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim
leluasa menurut keadaan atas permintaan si penggugat untuk
memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi
kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu
harus minta kepada hakim, tak mungkinkah perjanjian itu sudah batal
secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan

kewajibannya. Kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada
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hakim tidak ada artinya dan disebutkan juga secara jelas, bahwa

perjanjian itu tidak batal demi hukum.

Peralihan Risiko :

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang
debitur yang disebutkan dalam Pasal 1237 KUH Perdata. Yang
dimaksudkan dengan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian
jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang
menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa :

* Pihak terhadap siapa penkatan tidak dipenuhi, dapat memilih
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa
pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan
menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya
kerugian dan bunga”.

Suatu ketentuan yang sukar disesuaikan dengan ajaran

bahwa dengan lalainya si debitur perjanjian batal secara otomatis

kalau perjanjian itu sudah batal atau pecah pada detik terjadinya

- wanprestasi atau kelalaian si debitur, maka sukariah untuk masih juga

menuntut pemenuhan perjanjian itu.
Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa kreditur dapat
memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :
1) Pemenuhan perjanjian
2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

3) Ganti rugi saja
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4) Pembatalan perjanjian
5) Pembatalan disertai ganti rugi

Perlu kiranya diperingatkan supaya jangan menganggap
pemenuhan perjanjian sebagai satu sanksi atas kelalaian, sebab hal
itu memang sudah dari semula menjadi kesanggupan si debitur, Suatu
persoalan dalam soal kelalaian seorang debitur, ialah apakah ia
setelah nyata-nyata lalai (sudah diperingatkan dan tidak menepati
kewajibannya) masih diperbolehkan juga untuk memenuhi
kewajibannya. Persoalan ini lazimnya dinamakan persoalan tentang
kemungkinan bagi debitur yang lalai itu untuk membersihkan diri dari

kelalaian itu.




BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pemasangan Sambungan Telepon ke Wartei-wartel di

Kota Makassar

Berdasallkan Surat Keputusan Direksi PT. Telkom No. KD
2017/NGOO/OPE-21/1990 tangga!l 30 Juli 1990 tentang "Pedoman

Penyelenggaraan Wartel", maka terdapat 2 (dua) cara yang ditempuh

untuk merealisasikan usaha pemerintah tersebut dalam hal ini diadakan

kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk perjanjian pengelolaan
wartel.

Adapun 2 (dua) cara tersebut yaitu :

1. Calon Pengelola Wartel menghubungi pihak Kepala Wilayah Usaha
Telekomunikasi atau yang ditunjuk dari Wilayah X Makassar
(Sulawesi) untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang
syarat-syarat untuk menjadi pengelola, bentuk perjanjian dan cara
pelaksanaan perjanjian.

2. Calon pengelola kemaudian memasukkan surat permohonan
bersama rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat
yaitu izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota tentang layak
tidaknya wartel didirikkan di daerah/lokasi tersebut. Surat-surat

tersebut akan diteliti oleh pihak Kepala Wilayah Telekomunikasi
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Witel X Makassar apakah lokasi tersebut cukup strategis sebagai
suatu tempat untuk mendirikan wartel.
Pembangunan wartel tidak akan dilakukan apabila menurut
Kepala Wilayah PT. TELKOM atau yang ditunjuk lokasi tersebut kurang
strategis. Demikian pula pembangunan wartel tidak akan dilakukan
apabila pihak Kepala Wilayah PT. TELKOM tidak ada rencana untuk
melakukan pembangunan wartel baru. Apabila permohonan tersebut
diterima, calon pengelola diminta untuk memasukkan syarat-syarat
kelengkapannya tersebut dan akan dikirim oleh PT. TELKOM Witel X
Makassar kepada PT. TELKOM Pusat Jakarta untuk mendapat
keputusan lebih lanjut. Syarat-syarat permohonan itu antara lain :
a. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang bergerak di
bidang jasa Telekomunikasi dan perubahannya bila ada.
b. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan Surat lzin
Keputusan (HO) tanggal, nomor dan tahun
c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau fotocopy Kartu
Pengenal yang masih berlaku.
d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
e. Fotocopy Surat Keterangan Nasabah Bank / reference dari bank
pemerintah atau bank lain yang masih berlaku.

f. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar

Perusahaan (TDP).
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g. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa calon pengelola akan
tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku di PT. TELKOM.

h. Surat Pernyataan yang menyatakan penandatanganan Surat
Permohonan atau yang dikuasakan dengan Akte Autentik bukan :
1. Pegawai / ABRI yang masih berdinas aktif
2. Mereka yang dinyatakan pailit
3. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan

tugas-tugasnya

Pada surat permohonan yang diajukan oleh calon pengelola

selalu menyebutkan ketentuan-ketentuan di atas juga menyebutkan hal-

hal di bawah ini :

a

b.

C.

—h

. Jenis pelayanan yang diminta untuk dikelola

Lokasi atau tempat penyelenggaraan

Lingkungan lokasi ( perkantoran / pusat perdagangan / tempat

keramaian / sekolah / terminal angkutan / stasiun kerena ) dan lain-
~ lain.

Perkiraan pengembangan wartel di masa yang akan datang.

Luas ruangan / bangunan / gedung untuk penyelenggaraan.

Sarana penunjang wartel ( meubelair, peralatan kantor, sarana parkir

kendaraan, kamar kecil, catu daya ) dan lain-lain yang digunakan.

Penetapan atau penunjukan pengelola ditentukan oleh

KAWITEL yaitu :
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a. Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya diperiksa dan
diteliti oleh Kawital atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan
pertimbangan untuk menerbitkan izin penyelenggaraan wartel.

b. Dalam tahap penelitian Kawital / pejabat yang ditunjuk oleh Kawital
berhak memanggil calon pengelola untuk mengadakan klasifikasi
bila dianggap perlu.

c. Kawitel atau pejabat yang ditunjuk oleh Kawitel berhak untuk
menolak permohonan calon pengelola apabila berdasarkan
penelitian dan pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

d. Penunjukan atau penolakan penyelenggaraan diberikan secara
tertulis oleh Kawitel kepada pemohon selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

e. Selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja sejak
penunjukan dimaksud PT.TELKOM dan pengeola harus

-menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

Selain berbagai ketentuan di atas yang harus dipenuhi oleh
calon pengelola, juga ada persyaratan umum untuk menjadi Pengelola
Wartel yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mempunyai permodalan dan segi finansial yang cukup

2. Berkemampuan memimpin dan manajemen dalam perusahaan

wartel
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3. Aktif dalam mengelola dan menjalankan usahanya.
4. Terampil, berinisiatif dan kreatif dalam bidang usahanya.
5. Berkepribadian baik, dapat dipercaya dan dapat dibina.
6. Dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara baik dengan PT.
TELKOM.
7. Mempunyai latar belakang pengalaman, keluarga dan tindak-tanduk
yang baik.
Demikianlah berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon
Pengelola Warte! sebagai sarana pelayanan jasa telekomunikasi,
dimana ketentuan tersebut merupakan bagian dari prosedur untuk

mendirikan dan mengelola sebuah wartel.

3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebagaimana diketahui Perjanjian Pengelolaan Wartel merupakan
perjanjian yang bersifat timbal balik dan hanya melibatkan kedua belah
pihak yaitu :

a. PT. TELKOM yang berkedudukan di Jakarta jalan Gatot Subroto No.
52 yang dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Witel X Makassar
(Sulawesi) yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.
TELKOM yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut

di atas dalam hal ini disebut pihak pertama.
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b. Perseorangan atau Badan Hukum yang berkedudukan di dalam
wilayah kerja Witel X Makassar (Sulawesi) yang diperlengkapi
dengan surat-surat keterangan perseorangan atau badan hokum
yang bersifat untuk dan atas nama perusahaan atau badan hokum
tersebut dalam hal ini disebut pihak kedua.

Dalam hukum perjanjian hal ini disebut dengan asas
keperibadian yaitu perjanjian hanya mengikat para pihak yang turut
dalam perjanjian dan tidak mengikat orang lain di luar perjanjian seperti
yang airumuskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yaitu : " Pada
umumnya tidak seorangpun yang dapat mengikatkan diri atas nama
sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya

sendiri”.

Walaupun perjanjian pengelolaan wartel ini hanya mengikat para
pihak yang terlibat dalam perjanjian tetapi tidak menutup kemungkinan
perjanjian pengelolaan tersebut melibatkan unsur-unsur lain yang
merupakan satu kesatuan dalam perjanjian pengelolaan, unsur-unsur
lain itu adalah :

a. Perusahaan Asuransi sebagai tempat mengasuransikan seluruh
asset wartel. Kewajiban ini hanya dibebankan kepada Pengelola

Wartel Swasta.
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b. Bank sebagai tempat pihak pengelola melakukan penyetoran untuk
jaringan telekomunikasi sesuai dengan pemakaian jaringan
telekomunikasi { per pulsa ).

Dari perjanjian kerjasama tersebut menimbulkan hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Adapun hak dan kewajiban itu diatur
dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Woartel, yang
menyatakan bahwa :

A. Pengelola
Kewajiban Pengeiola Wartel :

1. Menyediakan, memelihara dan memperbaiki pesawat /
terminal/PTUS dan sarana lainnya yang menjadi tanggungjawab
pengelola Wartel agar selalu berfungsi deng:;n baik termasuk
pemrograman untuk setiap perubahan tarif.

2. Menyediakan sendiri minimal fasilitas ruangan, KBU Swalayan,
meja pelayanan, |IKR dan fasilitas lainnya yang disesuaikan
dengan kebutuhan untuk Warung Telekomunikasi.

3. Menyediakan petugas pelayanan warung telekomunikasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Menyediakan pelayanan telekomunikasi sekurang-kurangnya 18
(delapan belas) jam setiap hari kecuali kondisi lokasinya tidak
memungkinkan menyelenggarakan pelayanan sesuai yang

ditentukan. /e )




10.

11

12.

13.
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Menyediakan papan informasi yang dapat dilihat oleh
masyarakat dengan berisi antara lain jam buka loket, jenis
pelayanan dan tarif yang berlaku.

Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh
pemakai jasa telekomunikasi melalui Wartel.

Menjaga dan meningkatkan Citra Telkom.

Memasang papan nama dan rambu Wartel yang sesuai standar
Telkom pada lokasi penyelenggaraan Wartel.

Melaporkan secepatnya kepada Telkom jika terjadi gangguan
pada peralatan telekomunikasi yang ada di Wartel.

Membantu penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan
pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel.

Menerima permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk
diteruskan ke kantor Telkom setempat.

Membayar biaya pulsa seperti tertera dalam L11 paling lambat
setiap tanggal 15 (lima belas) untuk pemakaian n-1 (n bulan
berjalan).
Membantu Telkom untuk penjualan :

a. Kartu Telepon Umum
b. Kartu Telepin

¢. Promosi Produk Telkom
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Hak Pengelola Wartel :

a. Memperoleh discount pendapatan penyelenggaraan jasa
telekomunikasi yang besarnya sebagai berikut :

1. Sebesar 24 (dua puluh empat) % untuk penerimaan jasa
telekomunikasi dalam negeri.

2. Sebesar 8 % (delapan persen) dari seluruh pendapatan jasa
telekomunikasi internasional berbayar tunai.

3. Pendapatan pulsa SLJJ dari hasil percakapan dengan sistem
telepon bergerak nasiona!l (STBN), pengelola mendapat hak
sebesar 22,5 % dan 85 % hak Telkom (setelah dikurangi hak
penyelenggara STBN).

4. Pendapatan pulsa lokal dari hasil percakapan dengan sistem
telepon bergerak nasional (STBN), pengelola mendapat hak
sebesar 22,5 %.

b. Memperoleh pembinaan dari Telkom untuk kelangsungan

pelayanan jasa telekomunikasi.

B. Telkom
Kewajiban Telkom :

a. Membuat kajian bisnis dengan memperhatikan aspek pelayanan

tentang pertumbuhan pelayanan bisnis jasa telekomunikasi di
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WARTEL sesuai dengan kepentingan pemakai jasa
telekomunikasi,

Menyediakan dan memasang sambungan telekomunikasi yang
diperlukan sampai dengan kotak terminal batas untuk
penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Memelihara dan memperbaiki perangkap Teleko:lnunikasi milik
TELKOM agar selalu dapat berfungsi dengan baik.

Menyediakan dan memasang fasilitas sambungan
Telekomunikasi ( Sepanjang memungkinkan ) berdasarkan
permintaan pengelola dan kondisi trafiknya.

Menyediakan buku-buku petunjuk operasional / tarif jasa
telekomunikasi yang berlaku yang berkaitan dalam
penyelenggaraan pelayanan WARTEL.

Membukukan seluruh penerimaan WARTEL temasuk PPN yang
menjadi hak TELKOM, sesuai sistem akuntansi yang berlaku di
TELKOM.

Menentukan jaminan pelaksanaan wartel sebesar Rp. 1.000,000
(satu juta rupiah) persatuan sambungan telpon dalam bentuk
Garansi Bank dari Bank BNI / BRI /f MANDIRI.

Melakukan pembinaan demi Kelangsungan pelayanan jasa

telekomunikasi di WARTEL.
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Hak Telkom :

a. Atas seluruh pendapatan WARTEL yang menjadi hak TELKOM
termasuk PPN yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa
Telekomunikasi di WARTEL yang didasarkan pada pemakaian pulsa
atau model-model pendukung yang berlaku untuk itu.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pendapatan WARTEL
maupun buku-buku lain yang berkaitan sesuai sistem akuntansi yang
berlaku.

c. Melakukan tindakan  pengisoliran, pencabutan sambungan
telekomunikasi dan pemutusan sepihak akibat dan pelanggaran yang
dilakukan PENGELOLA.

d. Melakukan penambahan sambungan telekomunikasi jika dianggap
layak dan mencabut sambungan telekomunikasi jika dalam 2 (dua)

bulan berturut-turut tidak berproduksi (pulsa nol).

3.3. Hambatan - hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Suatu perjanjian yang telah dibuat kadang kala tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai
hambatan. Hambatan itu antara lain :

a. Keadaan memaksa

b. Ingkar janji ( wanprestasi )
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Adapun penjelasan kedua hambatan di atas adalah sebagai

berikut:

(1) Keadaan memaksa

Keadaan memaksa atau Force Majeure adalah suatu
keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya
sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya
sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat
dipersalahkan kepadanya.

Dari batasan di atas kita lihat adanya beberapa unsur
keadaan memaksa atau Force Majeure ini, yaitu:

1. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya;

2. Diluar kesalahan debitur;
3. Menghalangi debitur untuk berprestasi; I"\ - /
4. Debitur belum lalai; Ly et

Keadaan memaksa atau Force Majeure ini ada yang mutlak
dan ada yang tidak mutlak. Keadaan yang mutlak adalah apabila
prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga,
sebaliknya keadaan yang tidak mutlak pelaksanaannya masih
dimungkinkan, hanya memelurkan pengorbanan yang besar dari
debitur.

Perjanjian pelaksanaan pengelolaan wartel ini akan berakhir

dengan sendirinya jika terjadi Force Majeure, misalnya gempa bumi,
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bencana alam, Vzbakaran, huru-hara, wabah, perang vyang
kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian tersebut
sehingga masing-masing pihak dibebaskan dari kewajibannya.

Syarat-syarat untuk dapat dikatakan Force majeure atau
keadaan memaksa telah terjadi:

- Harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya
Force majeure tersebut.

- Harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang
Force Majeure.

Apabila perjanjian pengelolaan wartel tersebut berakhir yang
disebabkan oleh adanya Force Majeure, maka pihak-pihak tersebut
kembali kepada keadaan semula. Dengan demikian seorang mantan
pengelola wartel yang perjanjiannya dengan pihak PT. TELKOM
berakhir karena Force Majeure masih dapat menjadi Pengelola
Wartel lagi dengan suatu surat perjanjian yang baru.

Kemudian bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian
yang baru lagi, kembali kepada ketentuan yang telah diatur dalam
pasal 1414 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa “Pembaharuan
hanya dapat dilaksanakan antara orang-orang yang cakap untuk
mengadakan perikatan.”

Keadaan memaksa atau Force Majeure ini juga diatur dalam

Pasal 10 Perjanjian Pengelolaan Wartel yang menyatakan bahwa:
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(1) Pengelolaan Wartel dan PT. TELKOM dibebaskan dari

(2)

- (3)

sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagai akibat dari

hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan kedua

belah pihak yaitu:

a. Bencana alam.

b. Pemberontakan / huru-hara / perang.

c. Kebakaran besar.

d. Sabotase.

e. Pemogokan umum.

f. Hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat
berwenang pada Kantor PEMDA setempat sebagai
Force Majeure.

Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, pengelola wajib memberitahukan secara

tertuliskepada PT. TELKOM selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak saat terjadinya.

Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak

karena terjadinya Force Majeure tidak dapat dibebankan

sebagai tanggung jawab pihak lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi

Force Majeure yang bersifat permanen atau mutlak maka

berlakunya perikatan terhenti sama sekali karena prestasi yang
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tidak mungkin dilakukan sehingga pihak-pihak kembali keadaan

semula.

Ingkar janji (wanprestasi).

Ingkar janji atau wanpresferasi adalah apabila
seseorang debitur tidak melakukan sama sekali atau melakukan
prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, dalam
hal demikian inilah yang disebut seseorang debitur melakukan
wanprestasi. Dari batasan ini dapat kita ketahui bentuk-bentuk
dari wanprestasi yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali , . %

= !

. Melakukan prestasi yang keliru

(S8 ]

. Terlambat melakukan prestasi

Ll

\ )

Wanprestasi ada kalau seorang debitur tidak dapat
membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi
adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak
dapat membuktikan adanya overmacht, jadi dalam hal ini debitur
bersalan.

Hasil wawancara dengan (Syarifuddin, staf Wartelum),
wawancara tanggal 25 Juli 2003 adalah sebagai berikut :

“Dalam praktek pelaksanaan wartel dapat dikatakan

kecil kemungkinan terjadi pihak PT. TELKOM lalai

memenuhi kewajibannya, sebab kewajiban utama

menyediakan jaringan telekomunikasi serta jenis

perlengkapan lainnya ke wartel-wartel sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh pengelola”
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Mengingat PT. TELKOM telah mempunyai sistem yang
canggih yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam
berkomunikasi secara merata di seluruh wilayah tanah air yaitu
sudah dapat menyediakan jaringan telekomunikasi, maka
kemungkinan wanprestasi dari PT. TELKOM sangat kecil.

Pihak PT. TELKOM dikatakan lalai apabila terjadi
keterlambatan menyediakan jaringan telekomunikasi kepada
pihak pengelola dan hal tersebut bukan disebabkan karena
Force Majeure.

Menurut ( Suyatna Ka. Unit Wartelum ), hasil wawancara
tenggal 27 Juli 2003 adalah sebagai berikut :

“ Kelalaian lebih banyak dilakukan oleh pihak pengelola
yang tentunya sangat merugikan PT. TELKOM dan
masyarakat sebagai pemakai jasa telekomunikasi.
Kelalaian pihak pengelola dapat terjadi terutama jika
yang diperjanjikan tidak dilaksanakan sepenuhnya atau

terlambat pemenuhannya”

Namun demikian penulis berpendapat bahwa kelalaian

yang dilakukan oleh pengelola bukanlah kesalahan pengelola

sepenuhnya tetapi akibat dari tidak seimbangnya ketentuan-
ketentuan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian
kerjasama tersebut, di mana ketentuan-ketentuan tersebut lebih

banyak memberi keuntungan pihak PT. TELKOM.
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3. 4. Cara Penyelesaian Perselisihan yang Terjadi dalam Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama

Dalam pelaksanaan perjanjian pengelola wartel tidak tertutup

kemungkinan timbulnya perselisihan antara pihak pengelola dengan

pihak PT. TELKOM.

Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh

PT. TELKOM tanpa adanya suatu tuntutan dari pengelola apabila terjadi

hal-hal di bawah ini :

a.

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian kerjasama ini
ditandatangani, pihak pengelola tidak atau belum memulai
kegiatannya.

Dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melaksanakan
operasional wartel dengan dibuktikan produksi pulsa nol.

Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari Telkom
mengalihkan pengelolaan bisnis jasa telekomunikasi di Wartel ini
kepada pihak lain.

Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari Telkom
memindahkan sambungan telekomunikasi ke tempat lain.
Pengelola memungut biaya diluar tarif jasa telekomunikasi yang
berlaku di Telkom atau memungut biaya tambahan lain.

Pengelola secara sengaja melakukan manipulasi administrasi atau

pembukuan pendapatan.
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Pengelola secara sengaja melakukan manipulasi administrasi atau
pembukuan pendapatan.

Pengelola secara sengaja melalaikan kewajiban sebagai
penyelenggara pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel.

Pengelola secara sengaja melakukan penyimpangan ketentuan
dari atau peraturan yang berlaku di Telkom.

Pengelola melakukan keterlambatan penyetoran hasil pendapatan
bisnis jasa telekomunikasi di Wartel miliknya sebanyak dua kali
berturut-turut.

Pengelola jika sampai dengan tanggal 1 bulan dan 2 bulan
pembayaran belum menyelesaikan pembayaran tunggakan berlaku
denda keterlambatannya.

Jika terjadi pemutusan perjanjian ini, pihak PT. TELKOM berhak

mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

a.

b.

Membatalkan / memutuskan perjanjian kerjasama ini.

Mencabut keseluruhan perangkat telekomunikasi milik PT.
TELKOM di lokasi wartel.

Menagih seluruh pendapatan wartel yang menjadi hak PT.
TELKOM yang belum disetor oleh pengelola.

Kedua belah pihak, PT. TELKOM dan pengelola sepakat untuk

mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata terhadap

segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian kerjasama
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ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup

dengan pemberitahuan tertulis dari PT. TELKOM kepada pengelola

tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim.

Selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh dalam
memperjuangkan hak pengelola atau membela diri bila akan terjadi
pemutusan sepihak oleh PT. TELKOM adalah sebagai berikut :

1. Dapat langsung memperjuangkan hak-haknya / pembelaan dirinya
bila terjadi perselisihan.

2. Dapat melalui Asosiasi Pengeloa Wartel Indonesia (APWI)
Makassar dalam hal ini diwakili oleh ketuanya bila terjadi
perselisihan tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan perselisihan dalam peranjian
kerjasama ini dengan baik, telah disepakati oleh kedua belah pihak
beberapa cara penyelesaian yang telah diatur dalam Pasal 13 perjanjian
pengelolaan wartel, menyatakan bahwa :

1. Apabila dalam pelayanan di wartel terjadi perselisihan dengan
pemakai jasa telekomunikasi, penyelesaian sepenuhnya menjadi
tanggungjawab pengelola. Badan penyelenggara ( PT. TELKOM )
bertanggungjawab sepanjang menyangkut pelayénan yang
langsung melibatkan badan penyelenggara.

2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisinan dalam penafsiran dan

atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, PT.
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TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah.

Bila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tata
cara penyelesaian perselisihan, PT. TELKOM dan pengelola
sepakat untuk menyiapkan semua sengketa kepada Pengadilan
Negeri untuk diselesaikan menurut prosedur Pengadilan Negeri

Makassar.




BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian
kerjasama penyelenggaraan jasa telepon sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Namun dalam isi perjanjian kerjasama ini
nampak ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, dimana
hak PT. Telkom lebih menonjol dibanding hak Wartei demikian juga
sebaliknya kewajiban Wartel lebih menonjol dibanding kewajiban PT.
Telkom.

Dalam perjanjian kerjasama ini kadang menimbulkan perselisihan
antara pihak PT. TELKOM dengan pihak pengelnla wartel.
Perselisihan ini terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah,
tetapi jika cara musyawarah tersebut tidak berhasil barulah ditempuh
dengan cara menyerahkan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan

menurut prosedur Pengadiian Negeri.

42. Saran

a.

Hendaknya dalam isi perjanjian Kerjasama ini ada keseimbangan

antara hak dan kewajiban pengelola dengan badan penyelenggara




apalagi dalam era revormasi saat ini terjadi perubahan dan
pembenahan di segala bidang, diharapkan perjanjian ini turut
disempurnakan tidak seperti saat ini lebih banyak menguntungkan
pihak PT. TELKOM.

Kepada kedua belah pihak agar hambatan-hambatan yang timbul
dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dicarikan jalan
keluar yang efektif sehingga kelak pelaksanaannya lebih dapat
disempurnakan.

Sebaiknya pengelola wartel tidak menetapkan biaya pulsa dari apa
yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara ( PT. TELKOM ) dengan

maksud untuk mencari keuntungan.
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NOTA DINAS

NOMOR : CTel. 303/ PD520/ RE7 -MS.10/ 2003

KEPADA : Sdr. KAUNIT WARTELUM
DARI : KAUNIT SEKPUREL
LAMPIRAN : -

PERIHAL : Melaksanakan Penclitian

1.

Ma

Berdasarkan surat izin mengadakan Penelitian Nomor C.Tel. 281 / PD.520 / RE7-MS.10 /
2003 anggal 15 Juli 2003, maka dihadapkan Kepada Saudara Mahasiswa Universitas 435

yang akan melaksanakan Penelitian dari tanggal 21 Juli s/d 21 Agustus 2003 atas nama ;

No. NAMA STAMBUK [ -  JURUSAN

I. | ST.FATIMA 4598 060042 Hukum

Yang bersangkutan telah menandatangani surat pernyataan yang isinya antara lain; bersedia
mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di KANDATEL Makassar maupun
kctentuan lain yang berlaku di lokasi tempat melaksanakan Penelitian, bersedia untuk
menjaga rahasia dan tidak menyalahgunakan setiap informasi / data tentang PT. TELKOM,
scrta pada akhir pelaksanaan Penelitian  membuat laporan yang ditandatangani oleh
pembimbing di tempat Praktek kemudian diserahkan ke Unit SEKPUREL.

Schubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Saudara untuk membimbing
yang bersangkutan sclama Penelitian.

Demikian kami sampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

kassar, 18 Juli 2003,

.

—
-

LATIEF ALLU

NIK: 531597

Tembusan :
- Yang Bersangkutan

8{}/:\3:\&&&’1 2 /“,

ntor Dacroh Pelayanon Tulekomunikasi Makassar PT TELEKOMUNIKAS! INDONESIA, thk. JI. AP Pettarani No. 2 Makaysar 90221, Telp, (0411) 830000, Fax. (0411) 850000
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Pendapatan WARTEL adalah pendapaian
penyelenggaraan jasa Telekomunikasi dan
pendapatan lain — lainnya yang berkaitan dengan
telekomunikasi :

Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS)

adalah perangkat yang digunakan untuk
hubungan telepon dalam negeri maupun
internasional

Pasal 2

LINGKUF KERJA SAMA PELAYANAN

TELKOM menyerahkan pengelolaan WARTEL
kepada PENGELOLA
PENGELOLA menerima untuk mengelola
WARTEL tersebut di Jl. BTN WESSABE NO.1
NO.46 dengan nama RONNY dengan 2 (DUA)
SST;

Lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan
WARTEL meliputi : -

a. Pelayanan jasa telepon dalam dan luar
negeri melalui Pesawat Telepon Umum
Swalayan (PTUS) | ———— e

b. Pelayanan pengunjukan dan penyerahan
telegram mela'ui gentex/ telex ;

Penyelenggaraan pelayanan Telekomunikasi
dimaksud ayat (1), seluruh aspek teknis dan
operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan
dan atau peraturan yang berlaku ;

Sambungan telekomunikasi di  WARTEL
berstatus dinas dengan pulsa berbayar ; ——-—

Dalam penyelenggaraan WARTEL menurut
perjanjian ini PENGELOLA bertindak uniuk dan
atas nama TELKOM ; _ i

Fasal 3 L
KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

PENGELOLA berkewajiban untuk

a. Menyediakan, memelihara dan memperbaiki
pesawat/terminal/PTUS dan sarzna lainnya
yang menjadi tanggung jawab PENGELOLA

WARTEL agar selalu berfungsi dengan baik|

termasuk pemrograman untuk seliap
perubahan tarif ; -
b. Menyediakan sendiri minimal fasilitas

ruangan, KBU Swalayan, meja pelayanan,
IKR dan fasilitas lainnya yang disesuaikan
dengan kebutuhan untuk  Warung
Telekomunikasi ;

¢ Monyodiakan patugns  polaynnan waring
telekomunikasi yang disesuaikan dengarn
kehutuhan ; —=

sebagaimana-

t2

d Menyacia<an  pelayanan  telekomunibmsl
serurang-h.urangnva 18 (delapan weias) ian
setiap han Kecush kondisi ioxasimvo 75"
memungxinkan rnenye!-&n;-_;a:d?ar:
pelayanar: sesuai yang ditentukan ; ——----—

e. Menyedizkar papan inlormasi yane dapsi
dilihat  oleh masyarakat dencgan tunel
antara 1zin jarn buka loket, jenis pelayanan
dan taiif yang berlaku | - —==mmm s .

f. Menjaga dan menjam:: kerahaciaan banie
yang dikiim  ¢leh pemekal  jais
Telekomunikasi melalui WARTEL | ———memmem e

Menjaga dan meningkatkan Cilra TELKOM

Memasang papan nama dan ramb.
WARTEL yang sesuai standar TELKOR
pada lokasi penyelenggaraan WARTEL ; —

i. Melaporkan secepatnya kepada TELKO!.
jika terjadi gangguzn pada peralale:
leiekomunikasi yang ac> & WARTEL ;

). Membaniu penvelesaran engaduan st
pelaksanaan pelayan:an jasa teigkomunit.
di WARTEL ; T

k. Menerima permintsan palavanan
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TELKOM berkewajiban untuis

HE

9.

TELKOM berhai ;

[
|
| R i TN R O T e v r -

(selelah dikurangi hak penyelenggara
STBN) ; -

1) Pendapalan pulsa lokal  dari hasil
percakapan dengan sislem lelepon
bergeral nasional (STBN),
PENGELOLA mendapat halk sebesar

225%;

5) Bagian pendapatan butir (1), (2),' (3)
dan (4) yang menjadi halk
PENGELOLA tidak termasuk PPN. | ---

TELKOM
jasa

Memperoleh pembinaan’ dari
unluk  kelangsungan  pelayanan
lelekomunilasi ; -

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK TELKOM
' ol
b

Membual lkajian bisnis dengan
memperhalikan aspelk polayanan lentang
perlumbuhan  pelayanan  bisnis  jasa
telekomunikasi  di  WARTEL  sesuai
kepenlingan pemakai jasa teiekomunikasi ; -

Menyediakan dan memasang sambungan
telekomunikasi  yang diperlukan  sampai
dengan Kotak terminal balas untuk
penyelenggaraan warung lelekomunikasi ; --

Memelihara dan memperbaiki perangkal
Telokomunikasi milik TELKOM agar selalu
dapat berfungsi dengan baik | —~——-—-——--

Menyediakan dan memasang fasililas
Sambungan  Telekomunikasi  lambahan
(sepanjang memungkinkan)  berdasarkin

permintaan pengelola dan kondisi lrafiknya ;

Menyediakan buku-buku peiunjulk
operasional-/ tarif jasa lelekomunikasi yang
berlaku yang berkaitan dalam
penyelenggaraan pelayanan WARTIL | —--

Membukukan seluruh penerimaan
WARTEL, lermasuk FPN yang menjadi halk
TELKOM, sesuai sistim  akuntansi  yang
berlaku di TELKOM ; --

Menenlukan Jaminan pelaksanaan Warlel
sebesar Rp 1.000.000 (Salu juta rupiai) per
saluan sambungan lelepon dalam bentuk
Garansi Bank dari Bank BNI / BRI [/
MANDIRI ;

Mulalukan pombinaau domi koloangsonggn
pelayanan jasa lelekomunikasi i WARTLL ;

|
|
|
i
|

o

(1)

(21

a.  Ales seluruh pendapalan WIARTIEEL

e
£vd

menjedi hak TELKOM termasuic PEN yo

berkaiian dengan penyelenggaraan o C
Tolekhomunikasi Gl WARTIL v
didasarkan  pada  pemakaian puisia -

alau modeal-model pendukuna vanyg e

8 L ol | (U S

b,  Melakukan poemeriksaan i ah
pembukuan pendapatan WARTEL ma.
buku- buku lain yang berkaitins o
sisliin - akuntansi  yang Loriakit | «oee -

¢, Melakukan ' lindakan
pencabulan sambungan  letehamn
dan  pemulusan  sepinakc  aluboal
pelanggaran yang dilakukan PENGELC

AR
ISR

d. - Melaikukan penambabian Fdfvils

telekomunikasi ika dinnggan '
mencabul sambungan einisnike g
galam 2 (duza) bulac Loonod-ln
berproduicsi (Futsa Moty -« -+«

|
/ Pasal 5

LARANGAN

PENMGELOLA  dilarang % <

sombungan {elekomuniras Lo

P o el T T
Suidait 1 ELKON :

PENGELOLA dilarang ot cdain it
pengzlolaan WARTEL lenp seiin TELK .
PENGELOLA duarang
sambungan telekomunikasi muiiy TELRS -

bukan diperuntukan unlilc  leicooe |
termasuk VOIP dan Internct | --mmee e - -

Pasal 6
PENTARIPAN
Taap pelayanan  di WARTEL  ade o

acagan tarip yang bodaha pada T e
Hedan Peayeienadara iy | ovenv o

Informasi datiar tarip dimaksurl oyiai )
ditempalikan dileimeal vone et e oo
masyarakal pongguna jase WAL

[asal 7
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PENGELOLA wapb membayar web.
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1)

Dengan cara giralisasi melalui bank-bark
yang lelah ditunjuk oleh PT Tolkom | =-=-------

Masa pembayaran se{).er{i discbulkan pada ayaol
(2) dilakukan paling lambal seliap langgal 14
(Limabolas) bulan lagihan ;| ---—-r=-rm—mmmmmmememes

Pasal §
SANKSI

Pencairan Uang Jaminan | =--s-ssmsemmmmmmmmeeeee

d.

cl.

- TELIKOM berhak mencairkan Garansi Banlk

pada sotiap langgal 25 (Dua puluh lima)
bulan berjalan jika PENGELOLA (erlambat
menyelorkan  hasil  pendapalan  jasa
lelekomunikasi di WARTEL miliknya ; ---—---

Pencdlfan Garansi Bank lersebul digunakan
untuk  pembayaran  seluruh  kewgjiban
PENGELOLA kepada TELKOM lemasuk
donda kelerlambatannya dan atau
mongenakan donda sesuai peraluran yang
berlaicn di TELIKOM § smmmemm e —

Jika nilai Geransi Banle yang dicuirkan
lersebul  dibandingkan  dengan nilai
pendagalan yang bolum disclor tordapat ; ---

1) iKelelihan, maks reLIKOM
barkowajiban mengombalikan
kelgbihan tersebut - komada
BENGELO] Ay aes-cassessousioimats .

2)  Kekurangan schingga PUENGLELOLA
lidak dapal momenuhi  soluruh
kewajibannya, maka TELKOM bornan
menagih jumlah kekurangan lersebul
dan  PENGELOLA  berkewaijiban
membayar  solambal-lambalnya 3
(Tiga) hari scjak langgas
pemberitahuan dari TELKOM dilerima
PENGELGLA ;. - mre

TELKOM akan mengisclir seimua fasiliti
sambungan lelekomunikasi di WARTEL
sulama PENGLELOLA belum menyelesaikan
pembayaran lersebul sampai.n+1 (n batas
denda) dilambah dengan denda seperli
dalam ayal-4 pasal ini dan pengisoliran
dibuka  jika  PENGELOLA sudah
munyolasiuln lownjibanny:a kopala
TELKOM SR < 5%

Pomulusan Parjanjian Sepihak f-m-- e meemeemeeae..

4.

Perjanjian kerjasama ini socara sah dapat
diputuslkan secara sopihak olelh TELKOM
lanpa  adanya  sualu luoluton Jdan
PENGELOLA apabila tarjadi salah satu atau
febaily Dl D toandand i Gevwenly din
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Dalam hal lefaai penwte @ oo

koriosama ini karena habhab ool

butir (1), TELKOM berhals a: @
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Menagih seluruh pendapatan WARTEL
yang menjadi hak TELKOM yang
belum disetor,oleh PENGELOLA ;

¢. Kedua _belah pihak, TELKOM * dan
PENGELOLA sepakat untul
mengesampingkan berlakunya pasal 1266
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
lerhadap segala sesualu yang bertalian
dengan pemutusan perjanjian kerjasama ini,
sehingga pemutusan perjanjian dapal
dilakukan sacara sah cukup dengan
pemberitahuan leriuiis dari TELKOM kepada

3)

PENGELOLA lanpa menunggu adanya
keputusan dari hakim ; —--——-——c-aemmmmeeeeeee =y
TELKOM akan mengganti kerugian kepada

PENGELOLA sebesar 10 % kali jumiah sst yang
terganggu @grala-rala pendapat per ssl per hari
pada bulan “sebelumnya jika lenadi gangguan
kerusakan jaringan yang menjadi milik TELKOM
lebih dari 7 (Wwjuh) hari berturut-lurut terhitung
sejalk  dilerimanya laporan, belum sclesai
diperbaiki kecuali kerusakan diakibatkan karena
force majeure dan alau yang diakibatkan oleh
pihak keliga ;

PENGELOLA akan dikenakan denda scliap
keterlambalan  seloran  pembayaran  hasil
pendapatan WARTEL kepada TELKOM sebesar
1 (satu) persen dari jumlah pendapatan WARTEL
seliap hari ( maksimal 5 (lima) hari kerja )
kelerlambalan pembayaran pendapalan tersebul
dan maksimal & % (lima persen) ;| ——---—-—sammnmnean

Pasal 9
BERLAKUNYA PEBJANJIAN

Petjanjian ini berlaku selama 2 {dua) lahun sejak
ditandatangani oleh masing-masing pihak dan
dapat diperpanjang selama 2 tahun lagi ; ~—--------
salah ~ salu pihak  menghendalki
pemutusan perjanjian sebelum  berakhirya
perjanjian ini, maka pihak yang menghendaki
berakhirnya perjanjian ini memberitahukan pihak
lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya ; ----

Apabila

Perpanjangan yang dimaksud ayat (1) dapal
diminlakan oleh salah satu pihak dengan
mengajukan surat pemberitahuan paling lambat
1 (Satu) bulan sebelum tanggal beraknirnya PKS;

Pasal 10
FOQRCE MAJEURE "

PENGELCLA dan TELKOM dibebaskan dari
sanksi alas tidak dipenuhinya koewajiban-
kewajiban sebagai akibat langsung dari hai-na
alau kejadian-kejadian diluar ikekuasaan kedua

o=

oelal pinat,
pemberaritakan, huru-hara
kebalkaran, sabolaz-z, pemogolkan v
lain yaliy dmyala]aaﬂ SeTura sy
berwenang sebagai force toajour

yallu

6-LEH

pIEH

Dalam hal terjadinya force mzjaure cuvs
pada ayat (1) maka PEMNGELOLA
memberilahukan secara lerlulis kepady
selambat-lambatnya 14 (empal beias
kelender sejak saat lerjadinya force majaunrt:
(3) Semua biaya yang timkol dan atau dident,
salu pihak karena terjsdinya (orce maiour
dapal dibebankan sebageai tanggin jowa:
S R
Pacal 11
KESELAR &TAN MDA

melaksanakan voiE

i.r-\|':,.

Dalan:
leiekonwnikasi di V\}];"\I\TKL...
harus mentaati serfa ;'u,ngmculn ' Betel ¢HEAT
peraturan danikelentuan perunder: j-u qua

menjamin kesejanteraan, kesehalan, dan hose @
kerja burth-buruh alau orang yang beiora ¢

serla keseatan dan keselamatan umum seias

Pasol 12
KERUSAKAN DAN KERUSIAN

CPihak FENGELOLA

TEL

hoenoon &
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Cmengganti semua kerusakan dan b {

miny. W i

veng i

lerhaciap  barang-barzng
TELKOM “alay pihak iai
kesongajpan  alau keislaien P I
dlavpun orang lain yang belkerja i,

Liamana  kerusakan  algu wose
dirmaksud pada d\"u_: {1) dapa: aivg'
akibat  dari asengajaan ol
polugas.’pegawai vang diwucich TEL . v
pihak.  lain  yang  bulees ook

PENGELOLA  rhake pibak FL-
dibebaskan dari nmg SUi) lawah lers

ayat (1) =memmmmmeme e cmeees

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHA
Dalani melaksznakan poloyE
telekomunikasi di jokasi WARTEL, i+ ~ 2
bertanggung lawab sopenchnva m o ol
apatila terjadi perselisinon H"’ug I
teiokomunikas: dan TELIKGH :
sepaniang menyanghu’ prisvess e o 8
maoiibatian TI%E-’.(}!'-& e

Apapiia  dikemidizg S
dalam  po mEsugp dan
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1)
2)

i)

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama
ini, TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk
‘menyelesaikan secara musyawarah | ---—-——---
Bila musyawarah tersebut pada ayat (2) tidak
merighasilkan  kata  sepakat tata cara
penyelesaian perselisihan, maka TELKOM dan
PENGELOLA sepakat untuk menyerahkan
semua sengketa yang timbul dari perjanjian
kerjasama ini pada Pangadilan Negeri Makassar;

Pasal 14
LAMPIRAN

Lampiran yang menyertai perjanjian ini ; ------------
Lampiran yang dimaksud ayat (1) merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dengan Perjaniian ini ; -

Pasal 15
LAIN-LAIN

Apabila terjadi perubahan regulasi yang
mengharuskan perjaniian ini di ubab maka
masing-masing pihak sepakat untuk meninjau
kembali perjanjian ini | —-——-—-cmeeno e

PENGELOLA
WARTEL RONNY

_BURHANUDDIN DENSU

(2)

Hal-hal yang belum lengkap diatur

bersama melalui perundingan antara TEL¥
dengan PENGELOLA dalam bentuk site |-
dan atau amandemen tertulis serta meruo.i.

bagian yang tidak dapat dipisahkan

mempunyai kekuatan hukum yang sama Je- |
perjanjian Kerasama ini | ———————meemmmeeem e

Pasai i6
P ENUTUP

Sepela ketentuan-<eteniuan s nuees

dalan' pei ]E’.i‘iia; usigsama Boror
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